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BUPATIKUTAI TIMUR,

Menimbang a. bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan

surnber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi dan

kualifikasi Jabatan dalam melaksanakan tugas dan

profesionalitas Jabatan:

b. bahwa standar kompetensi Jabatan merupakan persyaratan

kompetensi minimal yang harus dimiliki aparatur sipil negara

serta memberikan landasan dan tolak ukur penilaian dalam

pengisian Jabatan perlu adanya standar kompetensi Jabatan

bagi aparatur sipil negara di Jingkungan pemerintah daerah;

C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil

Negaradi Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai

Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran

NegaraRepubJikIndonesia Tahun 1999 Nomor 175 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896),

sebagaimana...
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sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten

Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat,

Kabupaten Kutai Tirnur dan Kota Bontang (Lernbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Ncgara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 6, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja [Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nornor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajeman Pegawai Negeri SipiJ [Lernbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tarnbahan Lernbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tah1.1112020 ten tang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar

Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara

RepublikIndonesia Tahun 2017 Nomor 1907);

MEMUTUSKAN:...
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATi TENTANG STANDAR KOMPETENSI

JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA 01 LlNGKUNGAN

PEMERINTAHDAERAH.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.

3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi

pegawai negeri sipil dan pegawai pernerintah dengan perjanjian kerja yang

bekerja pada instansi pemerintah.

4. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pernerintah dengan

peIjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kcpcgawaian dan

diserahi tugas dalam suatu Jabatan pernerintahan atau diserahi tugas negara

iainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan.

5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara

indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN

secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki Jabatan

pemerintahan.

6. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung

jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai ASN dalam suatu satuan

organisasi.

7. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelornpok

Jabatan Tinggi pada Instansi Pemerintah yang berfungsi memimpin dan

memotivasi setiap Pegawai ASNpada Instansi Pemerintah,

8. Jabatan Administrator adalah jabatan yang bertanggung jawab memimpin

pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik scrta administrasi

pemerintahan dan pembangunan.

9. Jabatan ...
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9. Jabatan Fungsional adalah sekelornpok jabatan yang berisi fungsi dan tugas

berkaitan dengan pclayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan

keterampilan tertentu.

10. Ikhtisar Jabatan adalah uraian tugas yang disusun secara ringkas dalam

bentuk satu kalimat yang rnencerminkan pokok-pokok tugas Jabatan.

11. Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup

aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai tugas dan/ atau fungsi

jabatan.

J 2. Standar Kompetensi Jabatan Pcnarnbahan rurnusan Aparatur Sipil Negara

yang kalimat selanjutnya disebut Standar Kompetensi ASN adalah dcskripsi

pengetahuan, kctcrampilan dan perilaku yang diperlukan seorang Aparatur

Sipil Negara dalam melaksanakan tugas jabatan.

13. Kompetensi Teknis adalah pcngctahuan, kctcrampilan, dan sikapj'perilaku

yang dapat diamati, diukur dan dikemhangkan yang spesifik berkaitan

dengan bidang teknis Jabatan.

l4. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan

sikapj'perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk mernimpin

dan /atau mengelola unit organisasi.

15. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan

sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait

dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal

agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai,

moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan

untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan.

Pasal2

(1) Penyusunan standar kornpetensi Jabatan dimaksudkan sebagai dasar:

a. pedornan kompetensi yang dipersyaratkan dalam Jabatan pimpinan

tinggi pratama, Jabatan administrasi dan .Jabatan fungsional;

b. pertirnbangan dalam pengajuan usul danjatau penetapan pengangkatan,

pernindahan dan pernberhentian ASN dalam dan dari Jabatan Pimpinan

Tinggi Pratama, .Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional; da.n

c. penyusunan program pengembangan dan Zatau pembinaan karier ASN.

Pasal ...
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Pasal3

Penyusunan standar kompetensi Jabatan bertujuan untuk:

a. mewujudkan obyektivitas, transparansi dan akuntabilitas pengangkatan,

pemindahan dan pemberherhentian ASN dalam dan dari Jabatan Pimpinan

Tinggi. Jabatan Administrasi dan Jabatan fungsiona!;

b. mcngidentifikasi kornpetensi yang dimiliki individu dibandingkan dengan

Standar Kompetensi Jabatan yang dipersyaratkan da!am rangka pembinaan;

dan

c. roewujudkan tertib pengembangan dan pembinaan karier ASN.

Pasal4

Ruang lingkup standar kompetensi Jabatan pimpinan tinggi pratama, Jabatan

administrasi dan Jabatan fungsional meliputi:

a. identitas Jabatan;

b. kompctcnsi Jabatan; dan

c. persyaratan Jabatan.

Pasa15

(1) Identitas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

a. nama Jabatan;

b. uraian /Jkhtisar Jabatan; dan

c. kode Jabatan.

(2) Kompetensi Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri

atas:

a. Kompetensi Teknis;

b. Kompetensi Manajerial; dan

c. Kompetensi Sosial Kultural.

(3) Persyaratan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri

atas:

a. pangkat;

b. kualitikasi pendidikan;

b. jcnis pelatihan;

c. ukuran kinetja Jabatan; dan

d. pengalaman kerja.

BAB ...



-6-

BAB 11

STANDARKOMPETENSIJABATAN

Pasa!6

Standar Kompetensi ASN terdiri atas:

a. standar kompetensi Jabatan pirnpinan tinggi pratarna;

b. standar kompetensi Jabatan administrasi; dan

c. standar kornpetensi Jabatan fungsional.

Pasa! 7

(1) Standar kompetensi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berdasarkan

pada:

a. Kamus Kompetensi Teknis;

b. Karnus Kompetensi Manajerial; Dan

c. Karnus Kompetensi Sosial Kultural.

(2) Kamus kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

berpedornan pada kamus kompetensi teknis yang disusun dan ditctapkan

oleh Pejabat Pembina Kcpegawaian Kernenteriau/Lembaga.

(3) Kamus Kompetensi Manajerial dan Kamus Kompetcnsi Sosia! Ku!tura!

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berpedoman pada

standar kompetensi yang sudah ditetapkan secara nasional o!eh Menteri

yang membidangi urusan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi.

(4) Dalam hal Kamus Kornpetensi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

be!um disusun dan ditetapkan, Perangkat Daerah dapat menyusun standar

kompetensi ASNyang sesuai dengan karakteristik tugas Jabatan.

Pasal 8

Rincian Pedoman Kamus Kompetensi Teknis, Rincian Kamus Kompetensi

Manajeria! dan Kamus Kompetensi Sosia! Ku!tural sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan

Lampiran 1I!yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB ...
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BABIJI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal9

Peraturan Bupati ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pcngundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta

pada tanggal 24 November 2021

BUPATI KUTAI TIMUR,

Diundangkan di Sangatta

pada tanggal25 November 2021.

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KUTAI TIMUR,

-=----~YAH
BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 44



LAMPlRAN I
PERATURAN BUPATI KUTAl TIMUR
NOMOR 44 TAHUN 2021
TENTANG STANDAR KOMPETENSI ,JABATAN
APARATUR SIPIL NEGARA 01 LINGKUNGAN
PEMERlNTAH DAERAH

PEDOMAN PENYUSUNAN KAMUS STANDAR KOMPETENSI TEKNIS

1. Pcnyusunan Kamus Kompetensi Tekriis
Kamus Kompetensi Tcknis disusun oleh Kernenterian j Lembaga yang
menyelenggarakan urusan pemcrintah tertentu yang menjadi kewenangan
Kementeriarr/Lembaga.

2. Pembentukan Tim Pcnyusun Kamus Kompetensi Teknis
Dalam rangka penyusunan kamus kompctcnsi teknis, Pejabat Pembina
Kepegawaian pada Kementerian /Lembaga membentuk Tim Penyusun
Kamus Kompetensi Teknis urusan pemerintah tertentu sesuai kcwcnangan
instansi yang bersangkutan.
a. Susunan dan keanggotaan Tim Penyusun Kamus Kompetensi Teknis.

Tim Penyusun Kamus Kompctcnsi Teknis berjumlah paling kurang 7
(tujuh) orang, yang terdiri atas:
1) Ketua merangkap anggota;
2) Sekrctaris rnerangkap anggota; dan
3) Anggota.

Untuk menjamin obyektifitas dalam perumusan Kamus Kompetensi
Teknis, anggota Tim Penyusun ditetapkan olch PPK dan berjumlah
gasalj ganjil.

b. Syarat keanggotaan Tim Penyusun Kamus Tcknis untuk dapat diangkat
menjadi anggota tim adalah:
1) PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, administrator,

pengawas, pelaksana atau fungsional yang mcnangani pengclolaan
jabatanj standarisasi jabatan;

2) Telah mengikuti bimbingan tcknis darr/atau rnampu melakukan
pcnyusunan kompetensi jabatan;

3) Memiliki pengetahuan yang mendalam tentang urusan pernerintahan
terkait yang dirumuskan menjadi kamus kompetensi teknis; dan

4) Memi\iki pengetahuan terhadap tugas dan fungsi organisasi yang
akan dirumuskan kamus kompetensi teknisnya.

3. Tata Cara Penyusunan Kamus Kompetcnsi Teknis
Tahapan penyusunan Kamus Kompetensi Teknis, meliputi:
a. Menyusun proposal penyusunan kamus kompetensi teknis, Setiap

kegiatan penyusunan kamus kompetensi teknis didahului dengan
menyusun proposal yang mcmuat latar beJakang perlunya kamus
kompetensi, korisepsi dasar urusan pernerintahan, dan aspek-aspek
terkait urusan pemerintahan yang akan disusun kamus kompetensinya
dan manfaat kamus kornpetensi teknis dan standar kompetensi dalarn
rangka kesuksesan penyelenggaraan urusan pemerintah secara
berdayaguna.

b. Menginventarisasi substansi pokok dari urusan pemerintahan yang
termuat dalam berbagai peraturan perundangan yang relevan dengan
urusan pemerintahan, scrta cakupan seluruh unsur dan sub unsur
kompetensi yang diperlukan untuk menyeJenggarakan urusan
pemerintahan yang akan disusun menjadi Karnus Kompetensi Teknis.



c. Menginventarisasi tugas dan Iungsi satuan organisasi yang bersifat
teknis (lini) dari struktur organisasi yang penyelengara urusan
pemerintahan dari unit tertinggi hingga terendah baik di Instansi Pusat
maupun di lnstansi Dacrah. Yang dimaksud dalam satuan organisasi
yang bersifat teknis adalah unit yang dipimpin pejabat, seperti:
1) jabatan pimpinan tinggi madya: direktur jenderal, deputi, inspektur

jenderal, inspektur utarna, kepala badan, dan jabatan lain yg sctara;
dan

2) jabatan pimpinan tinggi pratama: direktur, asisten deputi, kcpala
pus at, inspektur, kepala balai besar, kepala dinas, kepala badan
provinsi, dan jabatan lain yang setara.

Dalarn pemetaan fungsi-fungsi organisasi fokus pada organisasi lini,
sedangkan organisasi yang bersifat fasilitatif (pcnunjang) seperti staf
ahli menteri, kepala sckrctariat presiden, kepala sekretariat wakil
prcsiden, sekretaris militer presiden, kepala sckrctariat dewan
pertimbangan presiden, sckrctaris daerah provinsi, kepala biro,
sekrctaris dcwan perwakilan rakyat daerah, sekretaris dircktorat
jcnderal, sekretaris inspektorat jenderal, sekretaris kepala kadan,
asisten sekretariat daerah provinsi, sekretaris daerah kabupaten/kota
dan lain-lain, tidak termasuk dalam identifikasi.

d. Inventarisasi uraian rugas-tugas dan hasil kerja (output) dari jabatan
pimpinan tinggi, jabatan fungsional dan jabatan administrasi yang
merupakan penyc1cnggara urusan pemerintahan.

c. Mengidentifikasi kompetensi teknis dan unit kompetensi yang
diperlukan atau yang harus dimiliki oleh para pemangku jabatan
dibutuhkan untuk menghasilkan kinerja yang unggul dalam
mcnyclcnggarakan urusan pernerintahan. Dengan menganalisis jcnis
pengetahuan keterampilan dan pcrilaku [kompetensi] yang diperlukan
untuk dapat menghasilkan output atau menyelesaikan tugas dengan
kualitas yang baik/berkinerja unggul
Contoh:
1) Idcntifikasi kornpetensi bidang SDM aparatur :

untuk melaksanakan pengelolaan SDM yang baik dan optimal
diperlukan kecakapan

Kecakapan untuk mengelola/manajemen SDM,
Kccakapan mernbuat dan melaksanakan perencanaan SDM,

- Kecakapan melakukan rekrutmen dan selcksi,
Kecakapan pencmpatan dan prornosi,

- Kecakapan melakukan standarisasi jabatan dan kompctensi,
Kecakapan mclakukan analisis jabatan,
Kecakapan melakukan analisis beban kerja,
Kecakapan merencanakan melakukan pengembangan SDM,
Kecakapan mengelola kincrja (manajemen kinerja) dll

f. Mcrumuskan definisi kompetensi dan elemen-elemen kompetensi.
Setiap kompetensi dan unit kompctcnsi yang telah diidentifikasi,
dirumuskan titelatur dan pengertian.

g. Mengelompokkan kompetcnsi. Kornpetensi yang disusun
dikelompokkan dalam 2 (dua) kategori yaitu:
1) Kompetensi yang bcrsifat umum (generik) yaitu kompetensi teknis

yang hams dimiliki oleh seluruh (setiap jabatan) jabatan yang
menyelenggarakan suatu urusan pemerintahan.



Contoh:
kompetensi manajemen sumber daya manusia di bidang urusan
kepegawa ian.

- kompetensi kebijakan ketenagakerjaan di bidang urusan
ketenagakerjaan.
kompetensi kebijakan kesehatan di bidang urusan kesehatan.

2) Kompctcnsi yang bersifat khusus (spesifik) yaitu kompctcnsi yang
hanya dimiliki oleh jabatan-jabatan tertentu yang menyelenggarakan
suatu urusan pemerintahan sesuai tugas jabatan.
Contoh :
- kompetensi analisis jabatan, pereneanaan SDM, rekruitmen SDM,

cvaluasi jabatan, analisis beban kerja di bidang urusan
kepegawaian.
kompetensi penyelesaian hubungan industrial, kompetensi sistern
pengupahan, kornpetensi pengawasan norma kerja, kompctcnsi
perencanaan tenaga kerja, kompctensi informasi pasar kerja di
bidang urusan ketenagakerjaan.
kompetensi kesehatan reproduksi, farmakologi di bidang urusan
kesehatan.

h. Mcrumuskan indikator perilaku.
Kompetensi kompetensi yang sudah teridentifikasi dirinci lebih lanjut
dengan mcmbuat definisi atau pengertian kompetensi dan diurai Icbih
lanjut dalam perilaku yang mengindikasikan tingkat (level) penguasaan
kompetensi dan yang terendah, sampai yang tertinggi. Level kompetcnsi
menunjukkan tingkat penguasaan kompetensi yang dirumuskan
berupa indikator pcrilaku pernangku jabatan, dalam Peraturan ini
tingkat penguasan kompetensi di kclompokan dalam 5 (lima) tingkatan
dari Level 1 sampai dengan LevelS.
Tingkat penguasaan kecakapan kompetensi ditunjukkan dengan
indikator perilaku dari level 1 sampai dengan level 5 dengan kriteria
scbagai berikut :

Level I
Paham/dalam pengernbangan (awareness/being developed), dcngan
kriteria:
1) mengindikasikan kemampuan melaksanakan tugas/ pckcrjaan

teknis sederhana dengan proses dan aturan yang jelas,
mernerlukan pengawasan langsungjbantuan dari orang lain;

2) mengindikasikan penguasan pengetahuan dan keterampilan yang
tidak memerlukan pelatihan khusus;

3) mengindikasikan memiliki pemahaman dasar ten tang prinsip-
prinsip teori dan praktek, namun masih memcrlukan pengawasan
langsung danj atau bantuan pihak lain; dan

4) mengindikasikan kemampuan bertanggungjawab atas pekcIjaan
sendiri.

Lcve12
Dasar (basic), dengan kritcria:
1) mengindikasikan kernampuan melakukan kegiatan/ tugas teknis

dengan alat, prosedur dan mctode kerja yang sudah baku;
2) mengindikasikan pernahaman ten tang prtnsip-prinsip teori dan

praktek, dalam pelaksanaan tugas tanpa bantuan danjatau
pengawasan langsung;

3) mengindikasikan penguasaan pengetahuan dan keterampilan
yang memerlukan pelatihan tingkat dasar; dan



4) mcngindikasikan kemampuan untuk bertanggungjawab atas
pekerjaan sendiri dan dapat diberi tangungjawab membantu
pekerjaan orang lain untuk rugas teknis yang scdcrhana.

Level 3
Menengah (intermediate), dengan kritcria:
1) mengindikasikan kemampuan melakukan tugas teknis yang lebih

spesifik dcngan menganalisis informasi secara terbatas dan
pilihan metode untuk mcnyclesaikan permasalahan yang timbul
dalam tugasnya;

2) mengindikasikan pemahaman tcntang prinsip-prinsip teori dan
praktek tanpa bantuan darr/atau pengawasan langsung, dengan
kecepatan yang tepat penyelesaian pekerjaan yang lebih cepat;

3) rnengindikasikan kepercayaan diri dan kemampuan dan
menunjukkan kelancaran dan ketangkasan dalam praktek
pelaksanaan pekerjaan teknis;

4) mengindikasikan pcnguasan pengetahuan dan keterampilan yang
memerlukan pelatihan tingkat menengah; dan

5) mengindikasikan kemampuan bcrtanggungjawab alas pekerjaan
sendiri dan dapat diberi tangungjawab atas pekerjaan
kelompok /tim.

Level 4
Mumpuni (advance), dengan kriteria:
1) mengindikasikan kemampuan mengembangkan ilmu

pengetahuan/iptek, konsep/ tcori dan praktek mampu mendapat
pengakuan ditingkat instansi;

2) rnengindikasikan kemampuan mcnghasilkan perbaikan dan
pernbaharuan teknis, metode kerja;

3) Mengindikasikan kemarnpuan beradaptasi dengan berbagai
situasi, peningkatan kompleksitas dan resiko serta kemampuan
memecahkan permasalahan teknis yang timbul dalam pekerjaan;

4) mengindikasikan kernampuan mengembangkan dan menerapkan
pendekatan mono disipliner Zsatu bidang keilmuan dan
kemampuan rnelakukan uji kompetensi serta memiliki
kernampuan pengajaran serta menjadi rujukan atau mentor
tingkat instansi; dan

5) mengindikasikan penguasaan pengetahuan dan keterampilan
yang memerlukan pelatihan lanjutan.

Level 5
Ahli (expert), dengan kriteria:
1) mengindikasikan kemampuan mengembangkan ilrnu

pengetahuarr/iptek, konsep/teori rnampu mendapat pengakuan
nasional atau internasional;

2) mengindikasikan kemarnpuan menghasilkan karya kreatif,
original dan teruji;

3) rnenunjukkan inisiatif dan kemarnpuan beradaptasi dengan
situasi masalah khusus, dan dapat memimpin orang lain dalam
melakukan kegiatan teknis;

4) mengindikasikan kemampuan mampu mengkoordinasikan,
memimpin dan menilai orang lain, kemampuan melakukan uji
kompetensi, dan kemampuan menjadi pembimbing/mentor;

5) mengindikasikan kemampuan mengembangkan dan menerapkan
pendekatan inter, multi disipliner; dan



6) mengindikasikan pcnguasaan pengetahuan dan keterampilan
yang menjadi rujukan atau mentor tingkat nasional atau
intemasional.

I. Menyusun setiap unsur dan unit kompctensi yang telah dirumuskan
berupa:
1) Identifikasi Unsur dan Rineian Kornpetensi disusun sesuai format

berikut:

No
I

IDENTIFIKASI KOMPETENST
Urusan/Sub urusan Kompetensi

1 .
2 .

2 1. ..
2 ..

3 J .
2 ..
L .
2.

4

- ...................

2) Kamus Kompetensi Teknis, yang disusun sesuai format bcrikut:
KAMUSKOMPETENSI TEKNIS

1 .

Nama Kompetensi
Kode Kornpetensi
Definisi

Level
1

Diskripsi Indikator Perilaku
1.1
1.2
1.3

2 1.1
1.2

1----+------1 1.3
3 1.1

1.2
1.3

4 1.1
1.2
1.3

-

5 1.1
1.2
1.3

J. Menyelenggarakan workshop/Iokakarya dengan mengundang instansi
tcrkait, para ahli terkait urusan pemerintahan, asosiasi profesi, lembaga
swadaya masyarakat terkait untuk mcmperoleh masukan yang
komprehensif seluruh aspck kompetensi yang diperlukan untuk
menyelenggarakan suatu urusan pemerintahan.

k. Menyempumakan rumusan kamus kompetensi teknis secara
komprehensif berdasarkan masukan hasil workshop.

I. PPK menyampaikan kamus kompetensi teknis yang telah disusun
kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.

m. PPK menetapkan kcputusan tentang kamus kompetensi teknis urusan
pemerintahan tertentu setelah mendapat pcrsetujuan Menteri.



n. instansi penyusun kamus kompctcnsi teknis dan Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
menginformasikan kamus kornpetensi teknis yang telah ditctapkan
kepada instansi pemerintah melalui surat atau media informasi lainnya,
agar dapat digunakan oleh instansi pengguna untuk mcnyusun standar
kompetensi jabatan.

4. Pcnyusunan Standar Kornpetensi
Setiap Instansi Pemcrintah menyusun standar kompetensi dan pcrsyaratan
jabatan untuk seluruh jabatan yang ada di dalam organisasi pad a lingkup
kewenangannya.
Untuk jabatan yang telah ditetapkan standar kompetensinya oleh Menteri
maka instansi tidak perlu menyusun standar kompetensi jabatan dan
cukup menggunakan standar kornpctensi jabatan yang telah ditetapkan.
Proses pcnyusunan Standar Kompetensi jabatan meliputi tahap-tahap
sebagai berikut:
a. Pcngumpulan data

1) Tim Penyusun Standar Kompeterisi jabatan melakukan
pengumpulan data yang terdiri atas:
a) Struktur organisasi dan tata kerja yang mernuat nama jabatan,

tugas pokok, dan fungsi yang diperlukan untuk merumuskan
standar kompetensi jabatan;

b) lkhtisar Jabatan dan Uraian Tugas diperIukan sebagai informasi
yang lebih spesifik untuk menentukan jenis dan level kompetensi
dari setiap jabatan dalam unit organisasi;

c) Visi dan Misi Organisasi dipcrlukan sebagai landasan untuk
mcngkonfirrnasi jenis kompetensi yang diperlukan;

d) Dokumen perencanaan nasional atau daerah, baik Rencana
pcmbangunan Jangka Panjang Nasional/Daerah maupun
Rencana Pembangunan .Iangka Menengah Nasional/Dacrah
sebagai pertimbangan dalam mengidentifikasi jenis kompetensi
yang perlukan;

e) Dokumen perencanaan Instansi Pemerintah sebagai bahan
pertimbangan dalam mengidentifikasi jenis kompctcnsi yang
diperlukan; dan

1) Dokumen peraturan perundang-undangan yang relevan guna
mengidentifikasi jenis kompetcnsi yang diperlukan.

2) Analisis data dan informasi terse but di atas dipergunakan untuk
memastikan jabatan yang ada dalam organisasi sudah sesuai dengan
mandat dan tugas fungsi organisasi, serta relevan dengan visi, misi
organisasi.

3) Informasi pokok yang didapatkan dalarn pengumpulan data meJiputi:
a) informasi tentang hasil kcrja/output atau outcome dari setiap

jabatan yang ada.
b) relevansi hasil kerja/output atau outcome dari setiap jabat.an

dengan pencapaian tujuan organisasi yang lebih bcsar yaitu hasil
kerja/ output yang dihasilkan merniliki kontribusi terhadap
pencapaian visi misi organisasi dan rencana stratcgik.

b. Identifikasi Kompetensi
1) Identifikasi kompetensi dilakukan oleh Tim untuk mcncntukan

kompetensi dan lcvcl-nya berdasarkan langkah-langkah sebagai
berikut:
a) menentukan namajabatan yang akan diidentifikasi;
b) menuangkan ikhtisar jabatan; dan



c) menganalisis setiap uraian tugas yang memerlukan kompetensi
teknis.

2) Menganalisis jenis kompctensi teknis yang diperlukan untuk masing
- masing jabatan pimpinan tinggi, jabatan adrninistraai dan jabatan
fungsional yang merigacu pada kamus kompetensi teknis yang sudah
disusun dan ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga.
Dengan meneoeokan hasil kerja Zoutpnt atau outcome yang
dihasilkan atau yang seharusnya dihasilkan oleh jabatan dengan
kamus kompetensi teknis dan indikator perilakunya.

3) Mengidentifikasi dan rnenetapkan level kompetensi teknis yang
diperlukan oleh suatu jabatan, sesuai dengan uraian tugas dan hasil
ketja,output atau outcome dari jabatan

4) Menyusun konsep standar kompetensi jabatan dengan mengaeu
pada:
a) standar kornpetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural

yang telah ditetapkan bcrdasarkan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
28 tahun 2017 Tentang Standar Kompctensi Jabatan Aparatur
Sipil Negara sesuai Lampiran II

b) Kamus Kompetensi Teknis yang telah disusun/ditctapkan oleh
Menteri/Pimpinan Lembaga di bidang urusan pemerintah yang
rc1evan.

c) apabila Kamus Kompctcnsi Teknis belum ditetapkan oleh
Menteri/Pimpinan Lernbaga di bidang urusan pcmcrintah
tertentu, maka instansi dapat rnenyusun kompetensi teknis
scndiri.

c. Konsep standar kompetensi dirumuskan dalam format sebagaimana
lampiran IVperaturan ini.

S. Menyusun Persyaratan Jabatan
a. Persyaratan jabatan yang dicantumkan dalam standar kornpetensi

jabatan, minimal berupa:
I) pangkat;
2) kualifikasi pendidikan;
3) jenis pelatihan;
4) ukuran kinerja jabatan; dan
5) pengalaman kerja.

b. Kualifikasi pendidikan,
1) Persyaratan kualifikasi pendidikan dirumuskan dalam jenjang

pendidikan terendah yang layak untuk menduduki jabatan atau
kemampuan melakukan tugas jabatan dalam kondisi normal (yang
menggambarkan kemampuan pada umumnya) , Perumusan jenjang
kualifikasi pendidikan dilakukan dengan menganalisis relevansi atau
keterkaitan langsung dengan kernampuan melaksanakan tugas dan
atau untuk memiliki kompetensi dari suatu jabatan yang telah
dirumuskan dan ditetapkan. Rumusan jenjang pcndidikan berupa
jenjang pendidikan minimal yang selayaknya dimiliki untuk mampu
rnelaksanakan tugas secara optimal meliputi jenjang SMTA,SMK, 01,
OIl, DIII, Sl/DIV, dan S2.

2) Bidang studi yang relevan dengan tugas teknis atau kornpctcnsi
teknis jabatan. misal: SLTA (SMK Akuntansi), untuk jabatan
Pengadministrasi Keuangan, atau sarjana (Sl Teknik Sipil, dll) untuk
Kepala Dinas Bina Marga.



3) Apabila bidang teknis dari suaru jabatan bersifat multi disiplin ilmu
maka kualifikasi dirumuskan dalam beberapa bidang studi yang
substansi yang ada dalam mata kuliah/kurilrulum atau bidang
keilmuan memiliki relevansi atau keterkaitan langsung dengan
uraian tugas/kompetensi tcknis suatu jabatan yang telah
dinunuskanj ditctapkan.
Contoh:
a) jabatan Kepala Biro Kepegawaian, membutuhkan kualifikasi

tingkat pendidikan paling kurang sarjana (8 I)/nTV) dengan
jurusan ilmu adrninistrasi ncgara/Ilmu ckonomi manajemen.

b) jabatan Sckretari:; Daerah membutuhkan kualifikasi tingkat
pendidikan paling kurang sarjana (SlJjDIV) derigan jurusan ilmu
hukumj ilmu sosial, politik/ilmu ekonomi.

c. Jenis Pelatihan.
Persyaratan jcnis pclatihan adalah jenis pelatihan minimal yang
diperlukan untuk memenuhi kornperensi, dan mcncntukan kelayakan
untuk menduduki jabatan. Pelatihan dapat berupa pelatihan
manajcrial, pelatihan teknis dan pelatihan fungsional. jenis dan bcntuk
pelatihan yang dirumuskan hanya pelatihan yang merniliki relevansi
dcngan tugas jabatan darr/atau kompetensi yang tclah
dirumuskan/ ditetapkan

d. Pcngalaman kerja.
Pengalaman kerja dirumuskan dari pengalaman menduduki jabatan di
bidang tugas atau urusan pemerintah yang memiliki relevansi Jangsung
dan berkaitan erat dcngan jabatan baik dari aspek relevansi dan
keterkaitan dengan tugas jabatan, danj atau yang relevan dan memiliki
kctcrkaitan dan kesamaan kornpetensi jabatan yang dirumuskan.
Suatu kompetensi dapat dimiliki mclalui pengaJaman rnenduduki
jabatan tertentu daJam jangka waktu tcrtentu dengan kinerja yang baik
maka akan mernperoleh kompetensi dan pengalaman sehingga layak
untuk menduduki jabatan. Bcrkincrja baik merupakan salah satu
indikasi yang bersangkutan telah memiliki suatu kompetensi.

e. Pangkat.
Pangkat merupakan kcdudukan yang menunjukan tingkatan .Iabatan
berdasarkan tingkat kesulitan, tanggungjawab, dampak, dan
persyaratan kuaJifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasar
penggajian sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
Perumusan pangkat daJam persyaratan jabatan sesuai disesuaikan
dengan uraian tugas, tingkat kesulitan, dampak dan tanggungjawab.
Pada saat ini pangkat yang digunakan adalah yang sesuai dengan
Peraturan Pernerintah nomor 7 tahun 1977 tcntang pcraturan Gaji PNS,
dcngan pangkat dan juru, penata, pengatur dan pembina dengan
golongan ruang dari II a sampai dcngan IV/ e, Apabila sistern
kcpangkatan yang digunakan untuk pengajian mengalami perubahan
rnaka rumusan pangkat menycsuaikan dcngan peraturan perundang-
undangan terkait.

f. Ukuran kinerja jabatan Ukuran kinerja jabatan dirumuskan dalam
bentuk:
1) kuantitas dari produk/ hasil kcrja;
2) kualitas dari produkj hasil kerja;
3) waktu penyelcsaian produk/hasil kerja; danj'atau
4) biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan output/hasil kerja atau

outcome. Jcnis ukuran disesuaikan dengan tingkat pentingnya



(urgensi) ukuran tersebut terhadap tugas atau peran jabatan
terse but dalam organisasi
Misal : untuk jabatan administrasi, ukuran kinerjanya adalah
jurnlah dokumen, laporan, dll (kuantitas); kelengkapan, kerapihan
dan kebenaran adrninistrasi (kualitasj.danyarau keccpatan waktu
penyelesaian.
Untuk jabatan analis ukuran kinerjanya adalah jumlah dokumcn,
laporan, dll (kuantitas); kclengkapan, keakuratan data, serta
kctajaman hasil analisis (kualitas);dan/ atau kcccpatan waktu
penyelesaian hasil analisis.

g. Mengelompokan persyaratan kompetcnsi kedalam 3 (tiga) kategori
mcnurut tingkat pentingnya persyaratan terhadap jabatan:
1) mutlak (esscnsial], arLinya persyaratan jabatan ini mutlak harus

dimiliki oleh pemangku jabatan dan apabila tidak dimiliki maka yang
bcrsangkutan tidak akan mampu melaksanakan tugas jabatan
secara optimal atau bila tidak mcmiliki persyaratan ini yang
bersangkutan tidak Jayak atau tidak sah untuk menduduki jabatan,
penentuan suatu persyaratan di kategorikan mutlak apabila
dipersyaratkan sesuai pcraturan perundang-undangan.
contoh:
a) apabila diklat pimpinan dipcrsyaratkan untuk menduduki suatu

jabatan dalam peraturan perundang- undangan maka diklat
pimpinan masuk kategori mutlak,

b) Diklat legal drafting bagi perancang peraturan perundangan
masuk kategori mutlak

c) Diklat analisis jabatan bagi jabatan kepala sub bagian anjab
adalah mutlak

2) pcnting (very important), artinya persyaratan jabatan ini memiliki
pcran dan kontribusi yang sangat penting untuk mendukung
optimalisasi kinerja suaru jabatan, dimilikinya persyaratan ini akan
berkontribusi untuk mencapai kinerja yang unggul, Kckurangan
pada kompetensi ini mcnjadikan kinerja kurang optimal namun
masih dapat dikatakan layak;
Contoh:
Diklat analisis jabatan sangat penting bagi analis kepcgawaian dan
analis organisasi

3) perlu (important), artinya kompetensi ini berperan dan bcrkontribusi
penting sebagai pcnunjang untuk mencapai kinerja suatu jabatan
yang lebih optimal, kekurangan atau ketiadaan kompetensi ini
menyebakan kinerja jabatan tidak optimal, dan keberadaan
kompetensi ini akan memberikan nilai tambah untuk mencapai
kinerja yang unggul.

h. Konsep standar kompetensi dan Peryaratan jabatan yang dirumuskan
dalarn format sebagai berikut :

FORM STANDAR KOMPETENSI JABATAN ASN

Nama Jabatan
Kclompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

: , ,.. ,.. , *1)
: *2)
: , , , , *3)
: , , *4)



I. IKHTISAR JABATAN
lkhtisar Jabatan ................................................ *5)

f- II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi Level Diskrips Indikator

I Kompetensi
A. Manajerial

1. lntcgritas
2. Kerjasarna
3. Kornunikasi
4. Orientasi pada

Ha::;il
5. Pelayanan Publik
6. Pengembangan

diri dan orang
lain I

7. Mcngelola IPerubahan I -
8. Pen gam bali an I IKeputusan

B. Sosia! Kultural
9. Perekat Bangsa

C. Teknis
10 ................... *6) *7) *8) .........................

*9)
I-- 11. .................. ............

12 ................... .............
13................... .............
14................... ............ -
15 ................... ............
III. PERSYARATAN JABATAN ITingkaL penLingnya thd

Jenis Persyaratan Uraian iabatan
Mutlak I Pcnting I Pcrlu

A. Pendidikan 1. .Jeniang .......................................... *10)
2. Bidang .......................................... *11)

Ilmu
B. Pelatihan 1. Manajerial ... * 12) ... *16) .... *17) ...... 18)

~:eknis ....* 13) ........ .... ......
3. Pungsional .... *14) ......... ..... .......

C. Pengalaman Kerja .... *15) ......... ......... .......
D. Pangkat ............................................ *19)
E. Tndikator Kinerja ................................................. *20) IJabatan

PETUNJUK PENGISTAN FORMULTR STANDAR KOMPETENSI JABATAN

Nomor Uraian
Kode

* 1) Tulislah nama jabatan yang akan disusun standar
kompetensinya.

*2) Tulislah kelompok jabatan ( .Iabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan
Administrasi / Jabalan Fum?sional)

"3) Tulislah urusan pemerintahan yang sesuai dengan jabatannya.
Conroh : Urusan yang mcngacu pada Undang-Undang Nomor 39

'-
Tahun 2008, dan urusan yang mengacu pada Undang-Undang



*41 Kode diisi dan ditentukan oleh Kementrian PANRB.
Nomor Tahun 2014.

*S) Tulislah ikhtisar jabatan (job sumary) sesuai hasil analisis jabatan
(iob description},

*6)

*71

Tulislah kompctcnsi teknis sesuai karnus kornpetensi teknis yang
disusun oleh kementeriarr/ lembaga yang membidangi urusan
pemerintahan. -.-----1
Tulislah level komoetcnsi teknis

*8)

~.-
*9)

*10)

Tulislah diskripsi sesuai level kornpetensi teknis yang terdapat
dalam kamus kompetensi teknis yang disusun oleh kernenterian /
lembaza varia membidanai urusan pernerintahan.
Tulislah indikator perilaku kompetensi teknis sesuai level
indikator perilaku yang terdapat dalam kamus kompetensi teknis
yang disusun oleh kementerianjlembaga yang membidangi
urusan pernerintahan.
Tulislah jenjang pendidikan tercndah yang dibutuhkan pada
jabatan tersebut.
Contoh : SLTA, Diploma III (D-III), Sarjana (S-I), Paseasarjana (S-
2), Diktoral (S-3)

*11) Tulislah bisang ilmu atau jurusan latar belakang pendidikan yang
dibutuhkan pada jabatan terse but atau yang menjadi sumber
keilmuan dari kompetensi teknis.
Contoh : !lmu Hukum, Teknis Nuklir, Ilrnu Kedokteran, Statistik,
dll.

*12) Tulislah pelatihan manajerial yang dibutuhkan pada jabatan
tersebut.

*13Y Tulislah pelatihan teknis yang dibutuhkan oada iabatan tersebut.
Tulislah pelatihan fungsional yang dibutuhkan pada jabatan
terse but.

k14)

Tulislah bidang pengalarnan kerja yang dibutuhkan pada jabatan
tersebut.

*15)

* 16) Berilah tanda eentang ( " ) apabila diklat manajcrial, teknis,
Iungsional, pengalaman kerja terse but tingkat pentingnya
terhadap jabatan masuk dalam kategori mutlak (essensiaQ untuk
Iabatan tersebut.

*17) Berilah tanda eentang ( " ) apabila diklat manajerial, teknis,
fungsional, pengalaman kerja terse but tingkat pentingnya
terhadap jabatan rnasuk dalam kategori penting (very important)
untuk iabatan tersebut,

*18)

I .
* 19)

Berilah tanda centang ( '1/ ) apabila diklat man ajerial , teknis,
fungsional, pengalaman kerja tersebut tingkat pentingnya
terhadap jabatan masuk dalam kategori perlu (important) untuk
jabata_n terse but.
Tulislah syarat pangkat minimal pada jabatan tersebut sesuai
ketentuan peraruran perundang-undangan.

*201 Tulislah indikator kinerja bagi jabatan tersebut.

6. Validasi Standar Kompetensi dan Persya.ratan Jabatan
a. Standar kornpetensi yang telah disusun oleh tim perlu dilakukan

konfirmasi kepada pihak-pihak terkait yaitu atasan pernegang jabatan
dan/ atau pejabat lain yang ditunjuk oJeh Pejabat yang secara
fungsional bertanggung jawab di bidang standarisasi jabatan setingkat
pimpinan tinggi madya atau pimpinan tinggi pratama; atau pegawai
yang dianggap rnampu memberikan masukan yang diperlukan, sebagai
bahan pertimbangan untuk menetapkan keabsahan standar
kompetensi.



b. Konfirmasi bcrtujuan untuk memastikan bahwa kompetensi yang telah
dirumuskan dalam standar kompetensi telah sesuai dengan uraian
jabatan aiau uraian pekerjaan dari jabatan yang akan ditetapkan
kompetensinya,

c. Berdasarkan hasil konfirmasi tersebut dilakukan validasi rerhadap
konsep standar kompetensi dan diJakukan penyempurnaan.

d. Validasi sebagairnana dimaksud pada angka 3 dilakukan dengan cara :
1) Hasil konfirmasi konsep standar kornpetensi divalidasi dan

disempurnakan dcngan mcrnperhatikan kesesuaian dan keterkaitan
antar Ikhtisar .Jabatart/Uraian Tugas tcrhadap standar kompetensi
dan kategori kompetensi;

2) Hasil penyempurnaan standar kompctcnsi disusun dalam dokumen
(file)yang dikelompokkan berdasarkan struktur organisasi'

7. Pcntepan Standar Kompetensi .Jabatan
Penetapan Standar Kompctcnsi Jabatan ditetapkan oleh Menteri
berdasarkan usulan dan Instansi Pemerintah Proses pengusulan dan
penetapan Standar Kompetensi dengan tahapan scbagai berikut :
J) Standar kompetensi -Jabatan yang telah disusun disampaikan kepada

Kernenterian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Rcformasi Birokrasi
melalui website menpan atau c-kompetensi;

2) Kernenterian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Rcforrnasi Birokrasi
melakukan pembahasan standar kompetensi (konsensi] dengan
mengundang instansi pengusul, instansi penyelenggara urusan
pcmcrintah yang relevan, para ahli terkait, dan instansi pengguna yang
relevan dengan jabatan;

3) Hasil pcmbahasan standar kompetensi jabatan ditetapkan oleh Menteri
dan diregristrasi serta diberikan nomor kode jabatan;

4) Standar kompetensi jabatan yang telah ditetapkan oleh Menteri dan
diinformasikan melalui surat atau media informasi lainnya agar dapat
digunakan secara nasional;

8. Kode Standar Kompetensi Jabatan
1) Setiap jabatan yang tclah ditetapkan oleh Menteri, diberikan kode

standar kompetensi jabatan,
2) Kodc standar kornpetensi jabatan terdiri atas 12 (dua belas) digit,

dengan urutan sebagai berikut:
a) 1 (satu) digit pertarna merupakan angka pengenal yang

menunjukkan kelompok jabatan.
b) 2 (dua) digit berikutnya merupakan angka pengenal yang

menunjukkan tingkatan jabatan.
c) 6 (enam) digit berikutnya merupakan angka pengenal yang

menunjukkanjenis urusan pemerintahan.
d) 3 (tiga) digit berikutnya merupakan nomor urut jabatan yang sudah

ditetapkan standar kompctcnsinya.
3) Pemberian kode standar kompetensi jabatan dilakukan olch Tim

Penyusun Standar Kornpctensi Jabatan ASN di Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.

4) Pengkodean standar kompetensi jabatan disusun sebagai berikut:



PENGKODEAl'l STANDAR KOMPETENSI JABATAN

1 : untuk jabatan pimpinan tinggi
2 : untuk jabatan administrasi
3 : unruk jabatan fungsionaJ

Kode kelornpok jabatan

X (<Egit ke-2 dan ke-3) Kode tingkatan jabatan
01: untuk JPT Pratarna
02: untuk JPT madya
03: untuk JPT Pratarna
04: untuk Jabatan administrator
05 : untuk Jabatan Pengawas
06: untuk jabatan pelaksana
07 : untuk JF ahli utama
08 : untuk JF ahIi madya
09: untuk JF ahIi muda
10: untuk JF ahli pertama
I 1 : untuk JF penyelia
12 : untuk JF mahir
13 : untuk JF terarnpil
14 : untuk JF pemula
Kode urusan pemerintah (scsuai nomor
urut urusan)

XXXXXX (digit ke-4
sampai denaan ke-91

OJ 020202 untuk sub-subbidang
~~~ __~~ __~~~t-rj~··am~in~un_ha!itu~a~P~P~P~K~ ~~ __~ __~
XXX (digit ke-lO Nomor urut jabatan berdasarkan
sampai dengan ke-12) kelompok jabatan, tingkat jabatan dan

urusan yang sama.

Contoh:
01 : untuk urusan sumber daya manusia
aparatur

0101 : suburusan kesejahteraan, bidangg
gaji

0102 : suburusan kesejahteraan, bidang
pensiun dan hari tua

kesejahteraan,
hari tua,

010201 suburusan
bidang peniun dan
subbidangjaminan pensiun

010202 suburusan kesejahteraan,
bidang pensiun dan hari tua, subbidang
jaminan hari rua

01020201 untuk sub-subbidang
jaminan hari tua PNS



9. Standar kompetensi rnerupakan kegiatan dinamis yang harus selalu
dievaJuasi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi.
Pedornan penyusunan kamus standar kompetensi teknis dan standar
kompetensi merujuk kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi NomOT38 tahun 2017 tentang Standar
KompetensiJabatan Aparatur Sipil Negara.

BUPATI KUTAl TIMUR,



LAMPIRAN II
PERATURANBUPATI KUTAI TIMUR
N()MOR [,4 TAHUN 2021
TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERlNTAH DAERAH.

KOMPIITENSI MANAJERIAL

No
1 Integritas
2 Kerjasam
3 Komunik
4 Orientasi
5 Pclayana
6 Pengemb
7 Mengelol

~ Pengambi

Kompet~e~n~~~'i _

a
asi
pada Hasil

n Publik
angan Diri dan Orang Lain
a Perubahan
Ian Keputusan

KAMUS KOMPETENSI MANAJERIAL

1. INTEG RITAS

Kodc Kompetensi M.Oi ;-:- --;
Nama Kompet:.:e",n:.:5:.:_i__ -+-1 ;_: f-I;_:n.;;:tegti.:::la::.:s'---:-__ --:,,-; --:- --,. --::-:-I

Definisi Konsisten berperilaku sclaras dengan nilai,
norma dan/ atau etika organisasi, dan jujur
dalam hubungan dengan manajemen, rekan
kerja, bawahan langsung, dan pemangku
kepcntingan, menciptakan budaya etika tinggi,
bertanggungjawab atas tindakan atau

______ -L-L.;;:kc:::erPIUlusanbeserta risiko yang menyert.a.inya.

Level Dcskripsi Indikator Perilaku
1 Marnpu bertindak 1.1. Bertingkah laku sesuai dengan

sesuai nilai, perkataan; berkata seauai dengan fakta;
norma,etika 1.2. Melaksanakan pcraturan, kode etik
organisasi dalam organisasi dalam lingkungan kerja
kapasitas pribadi sehari- hari, pada tataran

individu/ pribadi;
1.3. Tidak menjanjikan/memberikan scsuatu

yang bertentangan dengan aturan
organisasi.

2 Mampu 2.1. MengingaLkan rekan kcrja untuk
mengingatkan, bertindak sesuai dengan nilai, norma,
mcngajak rekan kerja dan etika organisasi dalam segala situasi
unruk be rtindak dan kondisi; Mengajak orang lain untuk
sesuai nilai, norma, bertindak sesuai etika dan kode etik.
dan etika organisasi 2.2. Menerapkan norma-norma sccara

konsisten dalam setiap situasi, pada
unit keria tcrkecilLkelompok kerjanya.

1



3

2.:'1. Memberikan informasi yang dapa~
dipercaya sesuai dengan etika
organisasi.

Mampu memastikan,
menanarnkan
keyakinan bersama
agar anggota yang
dipimpin bertindak
sesuai nilai, norma,
dan etika organisasi,
dalam lingkup formal

3. I. Mernastikan anggota yang dipimpin
bertindak sesuai dengan nilai, norma,
dan etika organisasi dalarn segala situasi
dan kondisi.

3.2. Mampu untuk mcmberi apresiasi dan
teguran bagi anggota yang dipimpin agar
bertindak sclaras dengan nilai, norma,
dan etika organisasi dalam scgala situasi
dan kondisi.

3.3. Mclakukan monitoring dan evaluasi
terhadap penerapan sikap integritas di
dalam unit keria vang diI2imp!.!in!_:. -l

4.1. Menciptakan situasi kerja yang
mendorong seluruh pemangku
kcpentingan memaruhi nilai, norma, dan
etika organisasi dalarn segala situasi dan
kondisi.

4.2. Mendukung dan menerapkan prinsip
moral dan standar etika yang tinggi,
serta berani menanggung
konsekuensinya.

4.3. Berani mclakukan koreksi atau
mengambil tindakan atas penyimpangan
kode etikj nilai-nilai yang dilakukan oleh
orang lain, pada tataran lingkup kcrja
setingkat instansi meskipun ada resiko.
Mempertahankan tingkat standar
keadilan dan etika yang tinggi dalam
pcrkataan dan tindakan sehari-hari
yang dipatuhi oleh seluruh pemangku
kepentingan pada lingkup instansi yang
dipimpinnya.

5.2. Menjadi "role model" /keleJadanan
dalam pcncrapan standar kcadilan dan
etika yang tinggi di tingkat nasional,

5.3. Membuat konscp kebijakan dan
strategi pencrapan sikap integritas
dalam pelaksanaan tugas dan norma-
norma yang scjalan dengan nilai

L-__ L- ---'__ ---'s::_:tr::_:a:::.t::e:<Ylti·s organisasi.

4

5 Mampu menjadi role 5.1.
model dalam

Mampu menciptakan
situasi kerja yang
mendorong
kepatuhan pada nilai,
norma, dan etika
organisasi

penerapan standar
keadilan dan etika di
tingkat nasional

2. KERJA SAMA

ensi M.02
tensi Kerjasama.

Kemampuan menjalin,
mempcrtahankan hubungan
cfektif, rnerniliki kornitme
membantu dalam penyelesaian
mengoptimalkan segala sumber
mencapai tujuan strategis oraani

mernbina,
kerja yang
n saling
tugas, dan

daya untuk
sasl.

2



Level
1

Deskrinsi I
Berpartisipasi
dalam kelompok
kcrja

2 :2.1. Mernbantu orang lain dalam menyelesaikan
tugas-tugas mereka untuk mendukung
sasaran tim;

2.2. Berbagi informasi yang reievan atau
bermanfaat pada anggota tim;
mempertimbangkan rnasukan dan kcahlian
anggota dalam timj'kelompok kcrja serta
bersedia untuk belajar dad orang lain;

2.3. Membangun komitmcn yang tinggi untuk
menyelesaikan tugas tim.

3.1. Melihat kckuatanj'kelemahan anggota tim,
membentuk tim yang tepat, mengantisipasi
kernungkinan hambatan, dan mencari
solusi yang optimal

3.2. Mengupayakan dan rnengutamakan
pengambilan keputusan berdasarkan
usulan-usulan anggota tirnj kelompok,
bernegosiasi secara efektif untuk upaya
penyclcsaikan pekerjaan yang menjadi
target kinerja kelornpok dan/atau unit kerja

3.3. Membangun aliansi dengan para pemangku
kepentingan dalarn rangka mendukung

_____ -+-:--::--'pc:ce=nyelesaiantarget keIja kelompok
Membangun 4.1. Membangun sincrgi antar unit kerja di
komitmen tim, lingkup instansi yang dipimpin
sinergi 4.2. Mernfaeilitasi kepentingan yang berbeda dari

unit kerja lain sehingga tercipta sincrgl
dalam rangka pencapaian target kerja
organisasi.

4.3. Mengembangkan sistem yang menghargai
kerja sarna antar unit, memberikan
dukungan / scmangat untuk memastikan
tercapainya sinergi dalarn rangka
pcncapaian target kerja oraanisasi.

Menumbuhkan
tim kerja yang
partisipatif dan
efeklif

3

4

5

Efektif
membangun tim
kerja untuk
pcningkatan
kinerja organisasi

Mcneiptakan
situasi kerja sarna
secara konsistcn,
baik di dalam
maupun di luar
instansi

Indikator Perilaku
I. I. Berpartisipasi sebagai anggota tim yang

baik, melakukan tugas /bagiannya, dan
rnendukung keputusan tim;

1.2. Mendengarkan dan merighargai masukan
dari orang lain dan mcmberikan usulan-
usulan bagi kepentingan tim;

1.3. Marnpu mcnjalin interaksi sosial untuk
penyelesaian tugas

5.1. Mcnciptakan hubungan kerja yang
konstruktif dengan mcncrapkan norma /
etos / nilai-nilai kcrja yang baik di dalam
dan di luar organisasi; meningkatkan
produktivitas dan menjadi panutan dalam
organisasi

5.2. Secara konsisten menjaga sinergi agar
pemangku kepentingan dapat bekerja sarna
dcngan orang di dalam maupun di luar
organisasi.

3



1 .___I -1.1'3
Kode Kompetensi M.03
Nama Kornpetensi Komunik
Definisi Kernarnp

dan gag
argument
sesuai
memasti
aktifdan

I mernbujt
tuiuan or

r-rLe-v~e~I~:D;:~e.;:.s-:;:kri"-:;.;""i:::p~~s.:...I:-·~:~~~~~~~::In;:.;;:d~;:.;:i""ka;;;;t:.:::o-.:...r-...:.-=P~e~ri1":':·-ak;:;u::::::::::::-=~-:'-_-_ -_-_-_-...,-,--,--_-_-'-j
1 Mcnyampaikan 1.1. Menyampaikan informasi (data) , pikiran

informasi dengan atau pendapat dengan jelas, singkat dan
jelas, lengkap, tepat dengan menggunakan caraj rnedia
pemahaman yang yang sesuai dan mengikuti alur yang logis;
sarna 1.2. Memastikan pcmahaman yang sarna atas

instruksi yang diterirna/ diberikan
1.3. Mampu melaksanakan kegiatan surat

menyurat sesuai lala naskah organisasi.
2.1. Mcnggunakan gaya komunikasi informal

untuk meningkatkan hubungan
profesionaJ;

2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif;
menangkap dan menginterprctasikan
pesan-pesan dari orang lain, serta
memberikan respon yang sesuai;

2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft
naskah, laporan dll sesuai arahan
pimpinan.

Aktif mcnjalankan
komunikasi secara
formal dan informal;
Bersedia
mendcngarkan
orang lain,
mengimcrpretasikan
pesan dengan
respon yang sesuai,
mampu menyusun
materi presentasi,
pidato, naskah,

~ __~...:.la~lpO~lr~a~n,.;;:dll=--+~ __
3 Berkomunikasi 3.1. Menyampaikan suatu informasi yang

secara asertif, sensitif'/rumit dengan cara penyampaian
terampil dan kondisi yang tepat, sehingga dapat
berkomunikasi dipahami dan ditcrima oleh pihak lain;
lisan/tertulis untuk 3.2. Menyederhanakan topik yang rumit dan
menyampaikan sensitif sehingga lebih mudah dipahami
inforrnasi yang dan diterima orang lain;
sensitif/rumit/ 3.3. Membuat laporan
kompleks tahunan/pcriodik/naskah/ dokumerr/

proposal yang kompleks; Membuat surat
rcsrni yang sistcmatis d tidak
menimbulkan pemahaman yan

L- 'L- _L_ __ -----'m=e:_:.m:_:.b::u=alproposal yang rinci d

Membangun konsensus
mcnggabungkan surnberdaya dari
pcmangku kepentingan untuk
bangsa dan negara.

untuk
berbagai

tujuan

3. KOMUNIKASI

asi
uan untuk menerangkan pandangan
asan secara jelas, sistematis c1isertai
asi yang logis dengan cara-cara yang

baik seeara lisan maupun tertulis;
ikan pernahaman; mendengarkan secara

efektif; mempersuasi, mcyakinkan dan
ik orang lain dalam rangka meneapai I
ganisasi.

2

4



4 4.1. Mengintegrasikan informasi-informasi
penting dari berbagai sumber dengan pihak
lain untuk mcndapatkan pernahaman yang
sama;

4.2. Mcnuangkan pemikiran/konsep dari
berbagai sudut pandang/ mullidimensi
dalarn bentuk tulisan formal;

4.3. Menyampaikan inforrnasi secara persuasif
untuk mendorong pemangku kepentingan
sepakat pada langkah-Iangkah bersarna
dengan tujuan meningkatkan kinerja

_--:- __ +:,:-:-__:s::.:e~c:::ar:::akcscluruhan.
Menggagas sistern 5.1. Menghilangkan hambatan kornunikasi,
komunikasi yang mampu bcrkomunikasi dalam isu-isu
terbuka secara nasional yang memiliki rcsiko tinggi,
strategis untuk menggalang hubungan dalam skala
mencari solusi strategis di tingkat nasional
dengan tujuan 5.2. Menggunakan saluran komunikasi formal
meningkatkan dan non formal guna mencapai
kincrja kesepakatan dengan tujuan meningkatkan

kinerja di tingkat instansij nasional
5.3. Menggagas sistem komunikasi dengan

melibatkan pemangku kepentingan sejak
dini untuk mencari solusi dengan tujuan
meningkatkan kinerja di tingkat
instansi/ nasional

Mampu
mengemukakan
pemikiran
multidimcnsi seeara
lisan dan tertulis
untuk mendorong
kesepakatan dengan
tujuan
meningkatkan
kinerja secara

5

4. ORIENTASI PADA HASIL

Kode Kompetensi I: I M.04
Nama KomIJetensi Orientasi Qada
Definisi Kernampuan

pribadi yang ti
dapat diandal
secara sistim·
peluang deng
antara pere

~ kebcrhasilan 0

Hasil
mernpertahankan kornitmen

nggi untuk menyelesaikan tugas,
kan, bertanggung jawab, mampu
atis mengidentifikasi risiko dan

an memperhatikan keterhubungan I
neanaan dan hasil, untuk
rganisasi.

2

~Le~v~c~I~D~e~sk~n~i~p:si~_~_-+~In~d~ik~a~t~o~r~P~e~r=ilaku~~__
1 Betanggung jawab 1.1. Menyelesaikan tugas dengan tuntas;

untuk merncnuhi dapat diandalkan;
standar kcrja 1.2. Bekerja dengan teliti dan hati-hati guna

meminimalkan kesalahan dengan
mengacu pada standar kualitas (SOP).

1.3. Berscdia menerima masukan, mengikuti
contoh cara bekerja yang lebih efektif,

___ I- __ .::efi=si:::endi lingkungan keIjanyCl.
2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai

standar kerja pribadi yang Jebih tinggi
dari standar kerja yang ditetapkan
organisasi

Bcrupaya
meningkalkan hasil
kerja pribadi yang
lebih tinggi dan
standar

5



Mencari, mcncoba metode kcrja alternatif
untuk mcningkatkan hasil kcrjanya.
Mcmberi contoh kepada orang-orang eli
unit kerjanya untuk mencoba
mcnerapkan metodc kerja yang Icbih
cfektif yang :sudah dilakukanny"'a.:._.--:-:-:-:--1
Mcnctapkan target kincrja unit yang lebih
tinggi dan target yang ditetapkan
organisasi.
Memberikan apresiasi dan tcguran untuk
mendorcng pencapaian hasil unit
kerjanya.
Mcngembangkan mctode kerja yang !cbih
cfektif dan efisien untuk mencapai target

_-;-:-~~_k~e::::-,' a::..uni..::tn:.:.Y,-,a::_:.--:--:--;----,-,
Mendorong unit kerja di tingkat instansi
untuk mencapai kinerja yang melebihi
target yang ditetapkan,
Memantau dan mengevaluasi hasil kerja
unitnya agar selaras dcngan sasaran
strategis instansi,
Mendorong pemanfaatan sumber daya
bersarna antar unit kerja dalarn rangka
meningkatkan efcktifitas dan efisiensi

ncaian target organisasj
Memastikan kualitas sesua-:j-:s-tan-d7"ar--:d'--a-n-1
keberlanjutan hasil kerja organisasi yang
mernberi kontribusi pada pencapaian
target prioritas nasional.
Mcmastikan terscdianya surnber daya
organisasi untuk menjamin tercapainya
target prioritas instansi / nasional.
Membuat kebijakan unruk rnencrapkan
metode kcrja yang lebih cfektif-efisien

__ ..L- -' __ -"dalam mcncapai tujuan prioritas nasio!!!&_

e Kompetensi M.OS
-
-

a Kornoetensi Pclayanan Publik
nisi Kcmampuan dalam melaksanakan tugas-tugas

pemerintahan, pembangunan dan kegiatan
pemenuhan keburuhan pelayanan publik secara
profcsional, transparan, mengikuti standar
pelayanan yang objektif, netral, tidak memihak,
tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh
kepentingan pribadi /kelompok/ golongan/ partai
politik

ditetapkan.mencari, 2.2.
mencoba mctode
alternatif untuk 2.3.
peningkatan kinerja

3 Menetapkan target 3.1.
kerja yang
mcnantang bagi
unit kerja, membcri 3.2.
apresiasi dan
teguran untuk
mendorong kinerja 3.3.

4 Mendorong unit 4.1.
kerja mencapai
target yang
ditctapkan atau 4.2.
melebihi hasil kerja
sebelumnya

4.3.

5 Meningkatkan 5.1.
mutu pencapaian
kerja organisasi

6

5.2.

5.3.

5. PELAYANAN PUBUK

Deli



Deskrinsi
Menjalankan tugas
mengikuti standar
pelayanan.

Indikator Perilaku _--,-.,-- _
1.1. Mampu rnengerjakan tugas-tugas dengan

mengikuti standar pelayanan yang
objektif, netral, tidak memihak, tidak
diskriminatif, transparan dan tidak
terpengaruh kepcntingan pribadij
kelompokj partai politik.

1.2. Melayani kcbutuhan, permintaan dan
keluhan pernangku kepentingan

1.3. Mcnyelesaikan masalah dengan tepat
tanpa bersikap rnernbela diri dalarn
kapasitas sebagai pelaksana pelayanan

~_~ -+~--,-~p~lu=blik.~.~ ~ __
2 Marnpu 2.1. Menunjukan sikap yakin dalam

rnensupervisi/ meng mengerjakan tugas-tugas
awasi/rnenyelia pemerintahanj'pelayanan publik, mampu
dan menjclaskan rnenyclia dan menjelaskan secara obyektif
proses pelaksanaan bila ada yang mernpcrtanyakan kebijakan
tugas tugas yang diambil;
pemerintahanj 2.2. Secara aktif mencari informasi untuk
pelayanan publik mengenali kebutuhan pemangku
sccara transparan kepentingan agar dapat menjalankan

pelaksanaan tugas pcmerin ta han.
pcmbangunan dan pelayanan publik
secara cepat dan tanggap;
Marnpu rnengenali dan mernanfaatkan
kebiasaan, tatacara, situasi tertentu
sehingga apa yang disampaikan mcnjadi
perhatian pemangku kepentingan dalam
hal pcnyelesaian tugas-tugas
pcmerintahan, pembangunan dan
pelavanan ublik.
Memaharni, mendeskripsikan pengaruh
dan hubunganj'kekuatan kelompok yang
scdang berjalan di organisasi (aliansi atau
persaingan), dan dampaknya terhadap
unit kcrja untuk menjalankan tugas
perncrintahan secara profesional dan
netral, tidak rnemihak;
Menggunakan keterarnpilan dan
pemahaman lintas organisasi untuk
secara efektif rnernfasilitasi kebutuhan
kelornpok yang lebih besar dengan cara-
care yang rncngikuti standar objektif,
transparan, profesional, sehingga tidak
merugikan para pihak di lingkup
pelayanan publik unit kerjanya;
Mengimplementasikan cara-cara
efektif untuk rnemantau
mcngevaluasi rnasalah
dihadapipernangku
kepentinganj masyarakat serta
mengantisipasi kebutuhan mereka saat
menjalankan tugas pelayanan publik di
unit kerjanya.

Level
1

3 Mampu 3.1.
rnemanfaatkan
kekuatan keJompok
serta mernperbaiki
standar pelayanan
pu blik di lingkup
unit kerja

2.3.

3.2.

3.3. yang
dan

yang

7



5

Memahami dan mernberi perhatian
kepada isu-isu jangka panjang,
kcscmpatan atau kekuatan politik yang
mcmpengaruhi organisasi dalam
hubungannya dengan dunia luar,
memperhitungkan dan mengantisipasi
dampak terhadap pelaksanaan
tugastugas pclayanan publik secara
objektif, transparan, dan professional
dalam lingkup organisasi;
Mcnjaga agar kebijakan pelayanan publik
yang diselenggarakan oleh insransinya
telah selaras dengan standar pelayanan
yang objcktif, netral, tidak mernihak,
tidak diskriminatif, serta tidak
tcrpcngaruh kepentingan
pribadi/kelornpok/ partai politik;
Menerapkan strategi jangka panjang yang
bcrfokus pada pcrnenuhan kebutuhan
pernangku kepentingan dalam menyusun
kebijakan dengan mcngikuti standar
objektif, netral, tidak memihak, tidak
diskriminatif, transparan, tidak
terpengaruh kepentingan
ribadi kelom ok.

Mampu menciptakan kebijakan kebijakan
pelayanan publik yang mcnjamin
terselenggaranya pelayanan publik yang
objektif, nctral, tidak mcmihak, tidak
diskriminatif, serta tidak terpengaruh
kepcntingan pribadi j kelornpok/ partai
politik.
Menginternalisasikan nilai dan semangat
pelayanan publik yang mengikuti standar
objektif, netral, tidak mernihak, tidak
diskriminatif, transparan, tidak
tcrpengaruh kepentingan
pribadijkelompok kepada setiap individu
di lingkungan instansi/ nasional.
Menjamin terselcnggaranya peJayanan
publik yang objektif, netral, tidak
mernihak, tidak diskriminatif, serta tidak
terpcngaruh kepentingan
ribadi kelompok/partai politik=·:::;.'-- -'

6. PENGEMBANGAN DIRI DAN ORANG LAIN

Kode Kompetensi : I M.06
~ama Kom~tensi Pengembangan diri dan Orang Lain
Definisi Kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan

dan menyernpurnakan kcterampilan diri;
menginspirasi orang lain untuk
mengembangkan dan menycmpumakan

4 Mampu mernonitor, 4.l.
mengevaluasi,
memperhitungkan
dan mengantisipasi
darnpak dari isu-
isu jangka panjang,
kesernpatan, atau
kekuatan politik
dalam hal
pelayanan
kebutuhan 4.2.
pemangku
kepcntingan yang
transparan,
objektif, dan
profesional

4.3.

Mampu 5.1.
memastikan
kebijakan
kebijakan
pelayanan publik
yang menjamin
tcrselenggaranya
pelayanan publik 5.2.
yang objektif,
netral, tidak
mernihak, tidak
diskriminatif, serta
tidak terpengaruh
kepentingan
pribadi/ kclompokj 5.3.
partai politik.

8



--

pengetahuan dan keterarnpilan yang relevan
dengan pekerjaan dan pengembangan karir
jangka panjang, mendorong kernauan belajar
sepanjang hidup, memberikan saran Zbantuan,
umpan balik, bimbingan untuk mernbantu
orang lain untuk mcngembangkan potensi
dirinya.

Level Deskripsi Indikator Pcrilaku~~~~~~~.~----~~~~~ ~~==~--~--- ---------~-- .--
1 Pengernbangan diri 1. 1. Mengidcntifikasi kebutuhan

pengcmbangan diri dan menyeleksi
surnber serta metodologi pernbelajaran
yang diperlukan

1.2. Menunjukkan usaha rnandiri untuk
mempelajari keterampilan atau
kernarnpuan baru dari bcrbagai media
pcmbelajaran

1.3. Berupaya meningkatkan diri dengan
belajar dari orang-orang lain yang
bcrwawasan Iuas di dalam organisasi.

2.1. Mcningkatkan kemampuan bawahan
dengan memberikan contoh, instruksi,
penjelasan dan petunjuk praktis yang
jelas kepada bawahan dalam
menyelesaikan suatu pekerjaan,

2.2. Mernbantu bawahan untuk mernpelajari
proses, program atau sistem baru

2.3. Mcnggunakan me lode lain untuk
mcyakinkan bahwa orang lain telah

1-= I-:-:;---=---:;-- --t--.::--:--:m.:.;.::;e:.:m~ah=am::7_';:-i~p,ec:._:n;L::j·,elasan atau pen garahan
3 Memberikan 3.1. Mernberikan tugas-tugas yang menan lang

urnpan balik, pada bawahan sebagai media bclajar
mcrnbimbing untuk mengcmbangkan kemampuannya.

3.2. Mengamati bawahan dalam mengerjakan
tugasnya dan mernberikan umpan balik
yang objektif dan jujur; melakukan
diskusi dengan bawahan untuk
memberikan bimbingan dan umpan balik
yang berguna bagi bawahan.

3.3. Mendorong kepercayaan diri bawahan;
memberikan kcpercayaan pcnuh pada
bawahan untuk mengerjakan tugas
dengan caranya sendiri; memberi
kesempatan dan rnernbantu bawahan
menemukan peluang untukberkembang,

4.1. Menyusun program pengembangan
jangka panjang bersama-sama dengan
bawahan, termasuk didalamnya
pcnetapan tujuan, bimbingan, penugasan
dan pengalaman lainnya, serta
mengalokasikan waktu untuk mengikuti
pclatihao /pendidikan/ pengembangan
kompetensi dan karir;

2 Meningkatkan
kernarnpuan
bawahan dengan
memberikan
contoh dan
pcnjelasan cara
melaksanakan
suatu pekcrjaan

4 Menyusun program
pengembangan
jangka panjang
dalam rangka
mendorong
manajemen
pernbelajaran

~ ~ L- __J
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4.2. Melaksanakan manajemen pembelajaran
termasuk evaluasi dan umpan balik pada
tataran organisasi;
Mengernbangkan orang-orang
disekitarnya sccara konsisten, mclakukan
kaderisasi untuk posisi- posisi di unit
kerjanya, .
Menciptakan situasi yang mcndorong
individu, kelompok, unit kerja untuk
mengernbangkan kemampuan belajar
sccara berkelanjutan di tingkat instansi;
Merekomendasikan / mernberikan
penghargaan bagi upaya pcngernbangan
yang bcrhasil, memastikan dukungan
bagi orang lain dalam mengembangkan
kernampuan dalam unit kerja di lingkat
instansi:
Memberikan inspirasi kepada individu
atau kelompok untuk belajar sccara
berkelanjutan dalam penerapan di tingkat
instansi.

4.3.

Mcnciptakan 2.l.
situasi yang
mendorong
organisasi untuk
mcngcmbangkan 2.2.
kcmampuan
bclajar secara
berkelanj ulan
dalam rangka
mendukung
peneapaian hasil 2.3.

7. MENGELOLA PERU BAHAN

Kompetensi M.07
-

a Kompetcnsi Mcngelola Perubahan
isi Kemampuan dalam mcnyesuaikan diri dengan

situasi yang baru atau berubah dan tidak
bergantung secara berlebihan pada metode dan
proses lama, mengambil tindakan untuk
mendukung dan melaksanakan insiatif
peru bahan , memimpin usaha perubahan,
mengambil tanggung jawab pribadi untuk
rncmastikan perubahan berhasil
diimplementasikan secara efeklif. -

Kode
Nam
Defin

Level DeskriQsi Indikator Perilaku
1 Mengikuti 1.1. Sadar merigenai perubahan yang te

pcrubahan di organisasi dan berusaha menyesu
denganarahan din dengan perubahantersebut.

1.2. Mengikuti perubahan secara tcr
sesuai petunjukj'pedoman.

1.3. Menyesuaikan cara kerja lama de
menerapkan metodeyproscs baru de
birnbingan orang lain.

2 Proaktif 2.1. Mcnyesuaikan cara kerja lama dc
beradaptasi menerapkan metoda/proses baru se
mengikuti dengan ketentuan yang berlaku
perubahan arahan orang lain

2.2. Mengembangkan kemampuan diri u
mcnghadapi perubahan

2.3. Cepat dan tanggap dalarn men
perubahan

rjadi
aikan

buka

ngan
ngan

ngan
laras

tanpa

ntuk

erima

10



3.1. Mernbantu orang lain dalam melakukan
perubahan
Menyesuaikan prioritas kerja secara
berulang-ulang jika diperlukan
Mengantisipasi perubahan yang
dibutuhkan oleh unit kerjanya sccara
tcpat, Memberikan solusi efektif tcrhadap
masalah yang ditimbulkan oleh adanya
perubahan _
Mengarahkan unit kerja untuk lebih siap
dalam mcnghadapi perubahan termasuk
rnernitigasi risiko yang mungkin terjadi;
Mcmastikan perubahan sudah diterapkan
sccara aktif di lingkup unit kerjanya
seeara berkala;
Memimpin dan mernastikan penerapan
program-program perubahan selaras
antar unit keJja.
Mernbuat kebijakan-kebijakan yang
mendorong perubahan yang bcrdampak
pada pcncapaian sasaran priori las
nasional;
Menggalang dan menggerakkan
dukungan para pemangku kepentingan
untuk mengimplernentasikan perubahan
yang telah ditetapkan
Secara berkelanjutan, mencari cara- cara
baru untuk memberi nilai tambah bagi
perubahan yang tcngah dijalankan agar
rnemberi manfaat yang lebih besar bagi

__ ---' ..rpar'a pemangku keflc.=e.:..:nc::ti::.:n""gla=n~.:......_..J

3

5.3.

Mernbantu orang
lain mcngikuti
perubahan,
mcngantisipasi
pcrubahan secara
tepat

3.2.

3.3.

Memimpin
pcrubahan pada
unit kerja

4 4.1.

4.2.

4.3.

5 Memimpin,
menggalang dan
mcnggerakkan
dukungan
pernangku
kepentingan untuk
menjalankan
perubahan secara
berkelanjutan pada
tingkat
instansij naeional

5.1.

Kode Kompetcnsi M.OB
Nama Komp-etensi Pengambilan Keputusan
Definisi Kernampuan membuat keputusan yang

secara tepat waktu dan dengan keya
diri setelah mempertimbangkan p
kehati-hatian, dirumuskan secara siste
dan seksarna berdasarkan ber
informasi, alternatif pernecahan masala

I
konsekuensinya, serta bertanggung
atas keputusan yang diambil.

5.2.

R. PENGAMBJLAN KEPUTUSAN

baik
kinan
rinsip
matis
bagai
hdan
jawab

Level Deskripsi Indikator Perilaku
1 Mengumpulkan 1.1. Mengurnpulkan dan mernpcrtirnban

informasi unruk informasi yang dibutuhkan d
bertindak sesuai mcncari solusi.
kewenangan 1.2. Mengenali situasij pilihan yang t

untuk bcrtindak sesuai kcwenangan,

gkan
alam

epat
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2

11.3. Mempertimbangkan kemungkinan solusi I
yang dapat diterapkan dalarn pekerjaan
rutin berdasarkan kebijakan dan
prosedur yang telah ditentukan~;_.---,-----l
Melakukan analisis secara mendalam
terhadap informasi yang tersedia dalarn
upaya mencari solusi.
Mernpertimbangkan berbagai altematif
yang ada sebelum membuat kesimpulan;
Membuat keputusan operasional
berdasarkan kesimpulan dari berbagai
sumber informasi sesuai dengan pedoman
yang ada.

Menganalisis 2.1.
masalah secara
mendalam

2.2.

2.3.

3 Membandingkan berbagai altematif
tindakan dan irnplikasinya,
Memilih alternatif solusi yang terbaik,
rnembuat keputusan operasional
mengacu pada alternatif solusi terbaik
yang didasarkan pada analisis data yang
sistematis, seksama, mengikuti prinsip
kehati-hatian.
Menyeimbangkan antara kemungkinan
risiko dan keberhasilan dalam
implementasinya:.:._.__

Menyelesaikan 4.1. Menyusun darr/atau memutuskan konsep
masalah yang penyelesaian masalah yang melibatkan
mengandung risiko beberapa/ seluruh fungsi dalam
tinggi, organisasi.
mengantisipasi 4.2. Menghasilkan solusi dari berbagai
dampak masalah yang kompleks, terkait dengan
keputusan, bidang kerjanya yang berdampak pada
membuat tindakan pihak lain.
pengarnanan; 4.3. Mcmbuat keputusan dan mengantisipasi
mitigasi risiko dampak keputusannya serta menyiapkan

l -r-.,..----.,.-...".,.----I-::- ---,ti=· ndakan penanganannya (mitigasi risikol
Menghasilkan 5.1 . Menghasilkan solusi yang dapat
solusi dan mengatasi permasalahan jangka panjang.
mengambil 5.2. Menghasilkan solusi strategis yang
keputusan untuk berdampak pada tataran instansi/
mengatasi nasional.
permasalahan 5.3. Membuat keputusan atau kebijakan yang
jangka berdampak nasional dengan memitigasi
panjangy stratcgis, risiko yang mungkin timbu1.
berdampak
nasional __ ---=.1 _

Membandingkan 3.1.
berbagai alternatif,
menyeimbangkan 3.2.
risiko kebcrhasilan
dalam
implementasi

3.3.

4

BUPATI KUTAl TlMUR,
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KOMPETENSI SOSIAL KULTURAL

11 No I Kompetensl=-'--------------1
~.~_~~P~e~rekat~B~an~g~sa~ __

KAMUSKOMPETENSI SOSlAL KULTURAL

1. PEREKAT BANGSA

Kode Komp
NamaKom
Definisi

etensi SK.OI
oetensi Pcrekat Banzsa

Keroampuan dalam mempromosikan sikap
toleransi, keterbukaan, peka terhadap
perbedaan individu Zkelompok masyarakat;
mampu menjadi perpanjangan tangan
pemerintah dalam mempersatukan masyarakat
dan membangun hubungan sosial psikologis
dcngan masyarakat eli tengah kernajernukan
Indonesia sehingga menciptakan kelekatan yang
kuat antara ASN dan para pemangku
kepentingan serta diantara para pemangku
keperitingan itu sendiri; menjaga,
mengembangkan, dan mewujudkan rasa
persatuan dan kesatuan dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
Indonesia

Level Deskripsi lndikator Perilaku
~--~~------~~~~~~------- ----~-----1 Peka memahami 1.1. Mampu memaharni, menerima, peka

dan menerima terhadap perbedaan individu/kelompok
kemajemukan masyarakat;

Terbuka, ingin belajar tcntang
perbedaanj'kemajemukan masyarakat;
Mampu bekerja bersama dengan individu
yang berbeda latar belakang dengan-nya.

Menampilkan sikap dan perilaku yang
peduli akan nilai-nilai keberagaman dan
menghargai perbedaan;
Membangun hubungan baik antar
inelividu dalam organisasi, mitra kerja,
pemangku kepentingan;, _J

1.3.

~ Aktif
mengembangkan
sikap saling

I
menghargai,
menekankan
persamaan dan

1.2.

2.1.

2.2.



tah 5.1. Menjadi wakil pemerintah yang mampu
un membangun hubungan sosial psikologis

sial dengan masyarakat sehingga
menciptakan kelekatan yang kuat antara
ASN dan para pemangku kepentingan
serta diantara para pemangku
kepentingan itu sendiri.

5.2. Mampu mengkomunikasikan dampak
risiko yang teridentifikasi dan
merekomendasikan tindakan korektif
berdasarkan pertimbangan perbedaan
latar belakang, agama/kcpercayaan,
suku, jender, sosial ekonorni, preferensi
politik untuk mernbangun hubungan
jangka panjang.

persatuan

3 Mempromosikan,
mengembangkan
sikap toleransi eI
persatuan

4 Mendayagunaka
perbedaan sec
konstruktif d
kreatif unt
meningkatkan
efektifitas
organisasi

s- Wakil pemcrin
untuk membang
hubungan SO'
psikologis

'--

an

n 14.1.
ara
an
uk

2.3. Bersikap tenang, mampu mengendalikan
emosi, kemarahan dan frustasi dalam
menghadapi pertcntangan yang
ditimbulkan oleb perbedaan latar
belakang, agamaj kepercayaan, suku,
jender, sosial ekonomi, preferensi politik
di lingkungan unit kerjanya.

3.1. Mempromosikan sikap menghargai
perbedaan di antara orang-orang yang
mendorong toleransi dan keterbukaan.
Melakukan pemetaan sosial eli
masyarakat sehingga dapat memberikan
respon yang sesuai dengan budaya yang
berlaku. Mengidentifikasi potensi kesalah-
pahaman yang diakibatkan adanya
kcragaman budaya yang ada
Menjadi mediator untuk menyelesaikan
konflik atau mengurangi dampak negatif
dari konflik atau potensi konflik,

3.2.

3.3.

Menginislasi dan merepresentasikan
pcmerintah di Iingkungan kerja dan
masyarakat untuk senantiasa menjaga
persatuan dan kesatuan dalam
keberagaman dan menerima segala
bentuk perbedaan dalam kehidupan
bermasyarakat;
Mampu mendayagunakan perbedaan latar
belakang, agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial ekonomi, preferensi politik
untuk rnencapai kelancaran pencapaian
tujuan organisasi.
Mampu membuat program yang
rnengakornodasi perbedaan latar
belakang, agama Zkepercayaan, suku,
jender, sosial ekonomi, preferensi politik.

4.2.

4.3.



5.3. Mampu membuat kebijakan yang
mengakomodasi perbedaan Jatar
belakang, agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial ekonomi, preferensi politik
yang berdampak positif secara nasional.

BUPATI [{UTA! TlMUR,


